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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surabaya merupakan kota modern dengan penduduk yang cukup banyak
hingga mencapai 2.765.487 jiwa' menjadikan Kota Surabaya sebagai kota
terbesar kedua setelah Jakarta. Surabaya dikatakan sebagai kota modern karena
dianggap memiliki fasilitas yang lengkap sehingga dapat membantu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat maka tak jarang jika masyarakat modern banyak
yang tinggal di kota modern seperti Surabaya. Masyarakat modern sendiri
merupakan masyarakat yang memiliki kehidupan yang beriorientasi pada
perubahan masa Kini. Seperti Everett Rogers yang dikutip oleh Abraham bahwa
modernisasi merupakan proses individu berubah dari cara hidup tradisional
menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis dan cepat
berubah.? Karena kehidupan yang modern ini pula, masyarakat akan lebih
menyukai semua hal yang bersifat praktis dengan mempertimbangkan efisiensi
waktu yang di dapat dari adanya fasilitas yang lengkap, maka hal ini dirasa sangat
membantu dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, banyak
dijumpai pusat perbelanjaan, taman kota, serta gedung-gedung yang dijadikan
sebagai apartemen maupun kantor pemerintahan karena Kota Surabaya sendiri

merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

! Dispendukcapil.surabaya.go.id. diakses pada 20/09/2016
? M. Francis Abraham, Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan,
Terjemahan M. Rusli Karim, (University Press Of America, 1991)., him. 4-5



Berbicara tentang modernisasi dan perubahan maka tak lepas dari
kemajuan teknologi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya, baik
teknologi telekomunikasi, media maupun informatika. Tanpa disadarai dalam
setiap aktifitas manusia sehari-harinya menggunakan teknologi, baik itu secara
langsung maupun tidak langsung. Karena dengan adanya teknologi ini dirasa
dapat membantu memudahkan kegiatan manusia. Seperti yang dikatakan Eko
dalam bukunya bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang mendukung
penyebaran dengan cepat melalui televisi, surat kabar, telepon seluler
(Smartphone), internet dan perangkat lainnya, semakin memudahkan komunikasi
manusia.®> Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, untuk mengetahui kabar di
daerah lain, masyarakat tidak perlu datang ke daerah tersebut dan hanya perlu
memanfaatkan teknologi komunikasi seperti televisi, radio ataupun internet,
kemudian ketika ingin berbicara dengan seseorang yang berada di tempat jauh

maka cukup dengan menggunakan telepon seluler, dll.

Dengan adanya teknologi komunikasi ini, selain membantu aktifitas
seorang individu, juga dapat membantu kegiatan perkantoran baik swasta maupun
negeri. Sebuah intansi seperti pemerintahan kota Surabaya pun menjadikannya
sebagai sarana informasi dan layanan kepada masyarakat surabaya dalam hal
aktifitas pemerintahan sehingga dapat mempermudah pemerintahan Kota
Surabaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat surabaya sekaligus membantu
masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam aktifitas tersebut. Hal ini dilakukan

untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam segala aspek

* Dr. Eko Hary Susanto, Komunikasi Massa : Esensi Dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial
Ekonomi Politik, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010)., him. 12



penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya. Maka muncullah istilah E-
Government (Elektronik Pemerintah) yaitu teknologi informasi dan komunikasi
yang digunakan pada pemerintahan untuk menyediakan layanan publik,
meningkatkan efektifitas manajerial, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi

dan informasi yang membantu perkembangan masyarakat.*

E-Government saat ini memang sangat diperlukan oleh pemerintahan
karena akan ada banyak tujuan dan manfaat yang tercapai nantinya. Dengan
adanya transparansi dari sistem E-Government ini dapat meminimalisir adanya
korupsi di kalangan pemerintahan. Selain itu dengan E-Government dapat
memudahkan Kkinerja pemerintah secara lebih efektif dan efisien dengan
pemanfaatan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin negara
menganjurkan agar setiap instansi menerapakan sistem ini pada setiap aktifitas
pemerintahan sehingga muncul pula kebijakan-kebijakan yang membahas
mengenai pengadaan sistem tersebut. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government tidak
bisa dipungkiri adalah kebijakan strategis bagi penerapan teknologi komunikasi
dan informasi di pemerintahan. Dalam enam strategi yang disusun pemerintah

dalam mencapai tujuan strategis E-Government antara lain:*

Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal,

terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan

*J. P. Gant, Electronic Goverment for Developing Countries (Jenewa : ITU, 2008)., him. 15
> Elmisyah Nur, Jurnal Penelitian Komunikasi & Opini Publik Vol. 18 No. 3, Desember 2014.,hIm.
266-267



peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif

terjangkau.

Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin
menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi

kemajuan teknologi informasi secara cepat.

Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan
interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah.
Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan
informasi elektronik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra

pemerintah.

Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang
ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat
pencapaian tujuan strategis E-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan

publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.

Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia,
baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan

meningkatkan e-literacy masyarakat.

Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik

melalui tahapan yang realistik dan terukur. Dalam pengembangan e-government,



dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan vyaitu, persiapan, pematangan,
pemantapan dan pemanfaatan. Sehingga tak heran jika beberapa waktu lalu ada

pula pemberitaan berkaitan dengan pengadaan sistem E-Government.

Jakarta — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) akan mewajibkan seluruh intansi pemerintahan di
Indonesia untuk menerapkan sistem E-Government. Penerapan ini akan
berlaku tidak hanya untuk pemerintahan pusat namun juga pemerintahan
daerah.

“Saya akan mengeluarkan aturan berupa Permen atau apa bentuknya
suapaya semua menerapkan E-Government ini, kita memang harus
cksekusi soal ini,” Kata Asman Abnur (Menteri PANRBY), Selasa (6/9/16)°

Pemerintahan Kota Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah
yang sudah menerapkan sistem E-Government dalam beberapa aktifitas
pemerintahannya untuk menunjang kinerja Pemerintah Kota Surabaya sekaligus
memenuhi kebutuhan masyarakat kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya
dikenal cukup bagus dalam penerapan E-Government pada bidang pelayanan
publik sehingga berbagai penghargaan diberikan kepada Pemerintah kota
Surabaya dari tingkat regional dan nasional. Pada tahun 2009, kota Surabaya
menerima penghargaan E-Government Award karena Pemerintah kota Surabaya
dianggap sebagai percontohan penerapan E-Government terbaik pertama.
Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah kota Surabaya meraih penghargaan kota
dengan Sistem Layanan Informasi terbaik Kabupaten / Kota kategori B pada PPID
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Award 2016 tingkat Jawa Timur

yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Ajang ini merupakan

® m.liputan.6.com. diakses pada 20/09/2016



ajang bergengsi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan untuk
mengapresiasi PPID yang telah memberikan pelayanan informasi terbaik. Maka
disini peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya
Pemerintah kota Surabaya dalam mengimplementasikan sistem E-Government
melalui Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) sehingga
pemerintah kota Surabaya dianggap sebagai instansi pemerintahan yang baik
dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan mendapatkan

penghargaan-penghargaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pokok bahasan yang menjadi kajian dalam
penelitian. Peneliti merumuskan beberapa hal sebagai dasar penelitian yang
dilakukan sehingga terdapat batasan dalam penelitian. Maka dari pemaparan latar
belakang diatas ada beberapa hal yang akan dikaji nantinya, antara lain :

1. Bagaimana implementasi komunikasi pemerintah melalui Layanan Informasi
Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) ?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi komunikasi pemerintah

melalui Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi komunikasi pemerintah

melalui Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS)



2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor yang mempengaruhi
implementasi komunikasi pemerintah melalui Layanan Informasi Pemerintah

Kota Surabaya (LIPS)

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelelitian kualitatif terdapat dua kategori dalam manfaat

penelitian, yakni manfaat secara teori dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana komunikasi
pemerintahan terhadap masyarakat terkait pelayanan informasi dengan
memanfaatkan teknologi modern seperti E-Government, sehingga menjadikan
penelitian ini sebagai kajian bagi para peneliti lain untuk mengembangkan
penelitian yang sejenis. Juga sebagai sumbangan ilmiah dalam perkembangan
ilmu pengetahuan bagi institusi maupun akademisi dan mahasiswa tentang
komunikasi pemerintah khususnya dalam hal pelayanan dan infomasi kepada
masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi
masyarakat luas dalam mengetahui dan memahami bagaimana E-Government
itu sendiri sehingga dapat merasakan manfaat dari teknologi tersebut. Serta
diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian dalam hal E-Government pada

instansi-intansi pemerintahan lainnya, seperti halnya yang telah diterapkan



oleh Pemerintahan Kota Surabaya sehingga dapat dijadikan sebagai contoh

implementasi dari teknologi E-Government.
E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu, hal ini bertujuan
sebagai bahan referensi dan pegangan dalam melakukan penelitian yang relevan.

Penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa
Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada tahun
2013 bernama Annasia Sophia Dewi yang dalam skripsinya dengan judul
“Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi E-Government (Studi Pada

Pemerintahan daerah tingkat Provinsi di Indonesia)”.”

Dalam penelitiannya ditemukan bahwa faktor utang DSRC (Debt Service
Coverage Ratio), Jumlah Anggota Dewan dan pendapatan asli daerah
berpengaruh signifikan terhadap implementasi E-Government. Sedangkan
faktor-faktor lain yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita,
tingkat pendidikan masyarakat dan populasi masyarakat tidak menunjukkan

adanya pengaruh yang signifikan terhadap implementasi E-Government.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu
sama-sama meneliti tentang implementasi E-Goverment pada sebuah instansi
pemerintahan dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif.

7 Eprints.undip.ac.id. diakses pada 04/11/2016



Perbedaan yakni terdapat pada fokus pebelitian, dalam penelitian tersebut
hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pada E-
Goverment sedangkan peneliti disini lebih fokus untuk melihat bagaimana
implementasi E-Goverment pada Layanan Infromasi Pemerintah Kota
Surabaya (LIPS). Perbedaan pula terdapat dari lokasi penelitian, dimana dalam
penelitian tersebut dilakukan pada pemerintahan daerah tingkat Provinsi se-

Indonesia sedangkan peneliti berlokasi di Pemerintah Kota Surabaya.

Kemudian penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh
mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah
dan Komunikasi di tahun 2016 bernama Mufrida Sofiana yang melakukan
penelitian dalam skripsinya yang berjudul “Instagram sebagai Media Publikasi

Pemerintahan Kota Surabaya”.8

Dalam penelitian ini ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
(1) proses pengunggahan pesan dalam akun Instagram Humas Pemerintahan
Kota Surabaya dimasksudkan untuk media publikasi yang berisi tentang kota
Surabaya baik itu lingkungan maupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh
Pemerintahan Kota Surabaya. Selain itu (2) kurangnya SDM (Sumber Daya
Manusia) yang dikhususkan untuk menangani akun intagram tersebut
merupakan salah satu hambatannya dikarenakan kurangnya dana untuk

mencari SDM yang ahli dalam bidang media sosial.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Instansi

Pemerintahan Kota Surabaya sebagai subjek penelitian.

® Digilib.uinsby.ac.id. diakses pada 04/11/2016
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Perbedaan terdapat pada objek penelitian yakni penelitian tersebut terfokus
pada akun media sosial Instagram milik Pemerintahan kota Surabaya akan
tetapi peneliti lebih terfokus pada aplikasi E-Govermennt yang dimiliki

Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya yaitu penelitian oleh Nia Karniawati dan Romi Rahmadani,
Mahasiswa Prodi llmu Pemerintahan Fakultas limu Sosial dan Ilmu Politik
UNIKOM dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Penerapan
E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG),
(Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Bara‘[)”.9

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
pertama, kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan E-Government
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,
belum dilaksanakan secara optimal. Kedua, ketersediaan dasar hukum dalam
kebijakan penerapan E-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ada, baik aturan dari pusat
maupun didaerah. Ketiga, koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan
E-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat, sudah cukup baik. Keempat, ketersediaan aparatur dalam
kebijakan penerapan E-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sudah cukup memadai apabila hanya

dijadikan sebagai user saja. Kelima, ketersediaan sarana teknologi dalam

° Majalah llmiah UNIKOM, Bidang Humaniora Vol. 7, No. 2
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kebijakan penerapan E-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sudah memadai dan layak untuk
dipergunakan. Keenam, Strategi pemikiran pemimpin dalam hal ini Kepala Sub
Bagian Data dan Informasi Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat sudah

cukup optimal.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menjadikan E-Goverment

pada sebuah intansi pemerintahan sebagai objek kajian penelitian.

Perbedaan terdapat pada fokus penelitian dan juga tempat penelitian.
Dalam penelitian tersebut terfokus pada SIMPEG (Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian) sedangkan peneliti fokus pada Layanan Informasi
Pemerintah Kota Surabaya (LIPS). Kemudian dalam penelitian tersebut
berlokasi di daerah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian yang dilakukan

peneliti bertempat di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Surabaya.
F. Definisi Konsep
1. E-Government

E-Government atau Pemerintahan Elektronik berasal dari kata bahasa
Inggris elektronics government, juga disebut e-gov, digital government,
online government atau dalam konteks tertentu transformational government,
adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan
informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal lain yang

berkenaan dengan pemerintah.’® E-Government (Elektronik Pemerintah) yaitu

"% 1d.m.wikipedia.org. diakses pada 05/11/2016
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teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada pemerintahan
untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efektifitas manajerial, serta
mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan informasi yang membantu

perkembangan masyarakat.™

Dari pemaparan singkat mengenai E-Government, maka peneliti
menyimpulkan bahwa E-Government merupakan aktifitas pemerintah dalam
melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dan
memanfaatkan media teknologi informasi dengan harapan agar
mempermudah pemerintah serta masyarakat ketika menggunakannya.

2. Implementasi

Implementasi bisa diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan.
Wahab berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi ini tidak hanya
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan
serius dengan mengacu pada tujuan tertentu dari kegiatan tersebut. Berbeda
dengan Wahab, Dunn mengistilahkan implementasi secara khusus,
menyebutnya dengan istilah implemetasi  kebijakan. Menurutnya
implementasi  kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan

pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.*?

“0Op.Cit., J. P. Gant, him. 15
2 Op.Cit., Annasia, him. 14-15
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Peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud implementasi disini
merupakan penerapan dari sebuah rencana kegiatan yang tersusun yang
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, baik itu bagi individu maupun
kelompok.

3. Komunikasi Pemerintah

Terdapat dua pembahasan dalam pengertian ini yaitu komunikasi dan
pemerintah. Untuk komunikasi sendiri berbagai pendapat dari beberapa ahli
Komunikasi dapat disimpulkan bahwa Komunikasi merupakan suatu proses
pembagian makna atau ide-ide di antara dua atau lebih dan mereka
mendapatkan saling pengertian tentang pesan yang disampaikan. Tanpa ada
kesamaan pengertian di antara peserta komunikasi maka tidak ada sebuah
tindak Komunikasi.*® Selain itu Everet M. Rogers mengemukakan bahwa
komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada
suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku
mereka sedangkan Michael Burgoon berpendapat bahwa komunikasi
merupakan semua Kkegiatan secara sengaja dilakukan seseorang untuk

menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain .*

Sedangkan untuk membahas pemerintah terdapat beberapa definisi
yang dikemukakan oleh para ahli. Suradinata berpendapat bahwa pemerintah

adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara,

BAli Nurdin, Agoes Moefad, Advan Navis Zubaidi, Rahmad Harianto, Pengantar Ilmu
Komunikasi, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press,2013), him. 9.

' Deddy Mulyana, llmu Komunikasi : Suatu Pengantar, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008)
him.68-69
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mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka
mencapai tujuan negara. Sedangkan Pranadjaja lebih kepada pemerintah
berasal dari perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh
melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang,

badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.*

Dari pemaparan definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa
komunikasi merupakan proses pertukan pesan antara dua orang atau lebih
dengan tujuan tertentu dengan harapan memperoleh kesepahaman antara
kedua belah pihak. Sedangan pemerintah merupakan sekelompok orang yang
terstruktur secara hierarki yang memiliki wewenang dan tanggung jawab
terhadap masyarakat untuk mengelola sistem pemerintahan. Jadi menurut
peneliti  yang dimaksud dengan komunikasi pemerintah merupakan
penyampaian pesan Yyang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada
masyarakat dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara

4. Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS)

Merupakan salah satu bentuk dari E-Government Pemerintah Kota
Surabaya yang dibuat untuk kepentingan bersama dan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat kota Surabaya akan informasi mengenai kota Surabaya
dan aktifitas pemerintah kota Surabaya yang dikelola oleh bagian Hubungan
Masyarakat (Humas) Pemerintah kota Surabaya. Layanan informasi ini

bertempat di kantor bagian Hubungan Masyarakat kota Surabaya.

> M. Rohidin Pranadjaja, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).,
him.24
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G. Kerangka Pikir Penelitian

Teknologi Informasi
dan Komunikasi Kepuasan pelayanan
l informasi
Pemerintah Kota Layanan Informasi
Surabaya Pemerintah Kota _ [ Masyarakat ]

Surabaya (LIPS) A

Transpararysn
informasi

Kerangka pikir penelitian diatas menggambarkan tentang alur berpikir
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berawal dari usaha pemerintahan Kota
Surabaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan
masyarakat akan informasi kota Surabaya dan aktifitas pemerintah kota Surabaya.
Sehingga muncullah Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS)
sebagai bentuk komunikasi pemerintah kepada masyarakat serta masyarakat juga
dapat mengakses dan mendapatkan informasi melalui Layanan Informasi
Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) tersebut. Dengan adanya teknologi informasi
dan komunikasi pada layanan informasi ini akan menghasilkan transparansi
informasi yang kompleks sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang
dibutuhkan dan kemudian merasakan kepuasan akan layanan informasi karena

dapat memenuhi kebutuhan mereka.
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori informasi organisasi
karena dalam teori ini menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi
kemudian mengorganisasi anggotanya untuk mengelolanya dalam upaya
mengurangi ketidakpastian informasi.*® Perlu dijelaskan bahwa Pemerintah Kota
Surabaya bisa dikatakan sebuah organisasi karena terdiri dari banyak individu
yang terstruktur secara hierarki sesuai fungsi tugas masing-masing. Maka
penggunaan teori informasi organisasi ini dirasa sesuai karena dalam teori tersebut
membahas bagaimana sebuah organisasi atau instansi mengelola hal-hal yang ada

untuk dijadikan sebagai infromasi dibutuhkan.

Setelah pengelolaan informasi dilakukan dengan menggunakan teori
tersebut maka kemudian pemerintah mulai mengkomunikasikan kepada
masyarakat dengan memanfaatkan sistem E-Government melalui Layanan

Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS).

. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan konsep yang digunakan untuk mendapatkan
data ataupun informasi guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian,
antara lain yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut
Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moelong “metode

kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa

'® Morissan, Teori Komunikasi Organisasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009)., him. 35
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kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat

diamati”.’

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang
dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan
keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.'®
Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin
menggambarkan data yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh
karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah
dengan melihat hubungan antara data penelitian dan teori yang berlaku
dengan menggunakan metode deskriptif tersebut.

2. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan para pekerja di Pemerintahan
Kota Surabaya yang menangani layanan masyarakat khususnya pada
komunikasi pemerintah pada sistem Layanan Infomasi Pemerintahan Kota
Surabaya (LIPS) yakni bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah

Kota Surabaya yang merupakan leading sector LIPS.

Objek penelitian ini sendiri adalah komunikasi pemerintah yang
diterapkan Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi E-Government pada Pemerintahan Kota Surabaya
yang memfokuskan pada bagaimana proses serta pengelolaan Layanan

Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS).

" Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2009)., him. 4
'® Hadari Nawawi, Metode Penelitian limiah, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), him. 176



18

Lokasi penelitian ini dilakukan pada intansi Pemerintahan Kota
Surabaya yaitu Humas Pemerintah Kota Surabaya di JI. Jimerto No. 25-27
Surabaya, Jawa Timur.

3. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data
yang dimaksud disini adalah data tentang E-Government Pemerintahan
Kota Surabaya. Adapun data ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu :
pegawai Pemerintahan Kota Surabaya khusunya yang menangani
Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) dan hasil
dokumentasi serta observasi lapangan.

b. Data sekunder adalah data yang sebagai pendukung data primer. Seperti
halnya studi pustaka untuk mendapat data-data yang relevan yang dapat
digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Data-data pendukung
dapat lainnya juga diperoleh melalui media massa, seperti buku, artikel,
jurnal maupun internet.

Sumber data penelitian, menurut Lofland yaitu “sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lainnya.”'® Sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang dijadikan sebagai subjek
penelitian dengan memperhatikan kata-kata yang diucapkannya maupun

tindakannya. Selain itu, hasil dokumentasi juga merupakan sumber data

¥ Op.Cit., Lexy, him 157
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yang penting mengingat bahwa dalam penelitian ini dilakukan pada sebuah
instansi pemerintahan.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat tahapan penelitian yaitu :
I.  Tahap Pra Lapangan
Tahap ini merupakan segala persiapan yang diperlukan peneliti
sebelum melakukan penelitian. Seperti mengurus perizinan,
mempersiapkan mental, mencari dan mempelajari kajian pustaka yang
relevan dengan tema penelitian dan segala hal yang dirasa membantu
pada saat penelitian nantinya.
Il.  Tahap Lapangan
Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data dari sumber data.
Mulai mengambil data yang ada di lapangan, mencatat, mengingat
serta mendokumentasikan data-data tersebut untuk dapat dijadikan
hasil laporan.
[1l.  Tahap Analisis Data
Data-data yang diperoleh di lapangan dipaparkan oleh peneliti sesuai
fakta yang terjadi, yang kemudian mulai dianalisis dengan
menggunakan teori-teori yang dirasa relevan sesuai tema penelitian.
Sehingga sejumlah petunjuk analisis data diberikan sebagai pegangan

peneliti.?

?% Masyhuri dan Zainudin, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, (Bandung : PT
Refika Aditama, 2009), him. 24
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IV.  Tahap Penulisan Laporan
Merupakan tahap akhir dari penelitian, dimana semua data telah
terkumpul dan telah dianalisis oleh peneliti sehingga memunculkan
hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis menjadi
sebuah laporan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan
data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain
wawancara, observasi, studi dokumentasi.

a. Wawancara

Penggunaan wawancara mendalam (dept interview) dalam penelitian
ini adalah untuk mendapatkan data primer dari subyek penelitian. Dalam
penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan wawancara terhadap
pegawai yang bekerja di Pemerintahan Kota Surabaya khususnya yang
mengurus E-Government dalam Layanan Informasi Pemerintah Kota
Surabaya (LIPS). Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara
wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa
pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara terstruktur, kemudian satu
persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
Pertanyaan yang diajukan seputar Layanan Informasi Pemerintah Kota
Surabaya (LIPS) serta bagaimana faktor penghambat dan pendukung

pada implementasinya.



21

b. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan
untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.?* Pengamatan
dilakukan dengan cara observasi pasrtisipasi yaitu dengan melihat
bagaimana pegawai Pemerintahan Kota Surabaya khususnya yang
mengurus E-Government pada Layanan Informasi Pemerintah Kota
Surabaya (LIPS) ketika sedang mengelola dan mengaplikasikannya,
sehingga peneliti dapat memahami secara menyeluruh dari hasil metode
pengumpulan data tersebut karena peneliti dapat terlibat secara langsung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan
peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang
subjek melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya.?? Studi
dokumentasi dalam penelitian ini akan dilakukan melalui rekaman
kegiatan, yaitu dengan cara melihat hal-hal penting selama penelitian
berlangsung, baik itu berupa foto, video, rekaman suara, maupun data-
data dokumen vyang dianggap perlu dan dijadikan sebagai data

pendukung penelitian.

2 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif : untuk ilmu-ilmu sosial, (Jakarta : Salemba
Humanika, 2010),hal. 131
?Ipid., hal. 143
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6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah

analisis model Miles dan Hubermen dalam buku Metode Penelitian
Kuanlitatif Moloeng, bahwa analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu :*

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data
sedemikian rupa hingga kesimpulan terverifikasi. Tahap ini dilakukan
agar peneliti dapat fokus pada apa yang menjadi rumusan masalah dari
penelitian ini dan tidak terlalu banyak data yang sebenarnya tidak
dibutuhkan dalam penelitian ini oleh karena itu reduksi data sangat
diperlukan dalam penelitian ini.

Penyajian data, seluruh data yang didapatkan, baik berupa hasil
wawancara, dokumentasi dan sebagainya akan dianalisis sesuali
menganalisis data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti.

Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan penggambaran secara utuh
obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan
penggabungan informasi yang disusun dalam suatu bentuk yang tepat
dalam penyajian data. Tahap ini yaitu tahap akhir dari penelitian yang
mana peneliti menarik kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang

dilakukan oleh peneliti.

% Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010)., him.

248
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7. Teknik pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang
digunakan yaitu:?*

a. Perpanjangan keikutsertaan, digunakan untuk menguji ketidakbenaran
informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri
sendiri maupun dari informan serta membangun kepercayaan subjek.
peneliti juga terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang guna
mendeteksi jika ditemukan data yang tidak valid.

b. Pemeriksaan sebaya melalui diskusi, teknik ini dilakukan dengan
mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam
bentuk diskusi dengan rekan-rekan sebaya.

c. Trianggulasi, teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan
keabsahan trianggulasi dan pemeriksaan sebaya melalui diskusi, karena
menurut peneliti kedua teknik tersebut merupakan cara terbaik untuk
menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam
suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dalam
berbagai pandangan. Peneliti melakukannya dengan cara mengajukan
berbagai macam pertanyaan kepada informan, mengecek dengan sumber-

sumber data yang didapat, serta memanfaatkan berbagai metode agar

** Op.Cit. Lexy., him. 327-334
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pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan dengan keterlibatan pihak lain

saat diskusi akan sangat membantu hasil dari penelitian yang dilakukan.

Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan penelitian yang berjudul E-Government
sebagai Implementasi Komunikasi Pemerintah melalui Layanan Informasi

Pemerintah Kota Surabaya (LIPS).

BAB | : Dalam pendahuluan ini memuat pemaparan tentang hal-hal yang
melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, definisi konsep, kajian terdahulu, kerangka pikir

dan sistematika pembahasan.

BAB Il : Kerangka teoritik menguraikan tentang beberapa hal yang menyangkut

tentang pembahasan dalam penelitian.

BAB Il : Pembahasan tentang penyajian data yang berkaitan dengan penelitian
pada bab ini bertujuan untuk memahami segala yang berkaitan dengan
obyek penelitian yang meliputi: deskripsi obyek penelitian, subjek dan

lokasi penilitian serta penyajian data hasil penelitian di lapangan.

BAB IV : Membahas tentang temuan penelitian dengan fokus pada E-Government
Pemerintahan Kota Surabaya khususnya pada pelayanan informasi
masyarakat serta analisis data temuan dengan teori yang digunakan

sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.
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BAB V : Penutup berupa Kesimpulan data dan Saran Penelitian. Menyajikan inti
dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengungkapkan saran-
saran tentang beberapa rekomendasi untuk dilakukan apa penelitian

selanjutnya.



